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Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau yang terdiri dari pulau
besar dan kecil dan memiliki posisi sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan
dua samudera serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan Internasional
dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Kondisi ini seperti ini
merupakan suatu peluang, tetapi juga merupakan factor risiko terjadinya penyebaran
penyakit dan gangguan kesehatan. Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di
Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai Negara
kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu
lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk
sebagai dampak peningkatan pembangunan serta perkembangan teknologi
transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar Negara dapat
melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya
penyakit, terutama penyakit infeksi emerging.

Penyakit infeksi emerging selama ini terus berkembang seiring dengan kondisi
tersebut dan menjadi ancaman kesehatan global. Penyakit ini menyebar secara cepat
baik lintas wilayah maupun negara. Beberapa penyakit infeksi emerging pernah
mewabah dibeberapa wilayah/ Negara, seperti poliomyelitis, demam kuning, penyakit
virus ebola (PVE), Demam Kongo, Demam Lassa, Flu Burung, Difteri, MERS-CoV dan
sebagainnya. Penyakit tersebut dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat (KKM) serta dampak terhadap perekonomian Negara.

Indonesia sebagai negara anggota World Health QOrganitation (WHO) telah
mengimplementasi IHR 2005 secara penuh. Sesuai amanah IHR 2005 yang
merupakan kesepakatan global dalam pencegahan penyakit lintas negara, negara
harus memiliki kapasitas inti yang adekuat baik dalam kondisi rutin maupun pada saat
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kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di
pelabuhan, bandara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (FLBDN)

Untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari ancaman
penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KKM baik di
pintu masuk negara maupun di wilayah, maka di dalam negeri atau di Indenesia telah
diterbitkan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus tahun
2018. Untuk mempercepat pelaksanaan UU No.6 Tahun 2018 tersebut sebagaimana
dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa pelaksanaan Undang Undang
Kekarantinaan Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun sudah harus dilaporkan ke
Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk mempercepat implementasi UU No.6 Tahun 2018 ini, maka salah upaya yang
dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada LP/ LS terkait lainnya. Sehingga dapat
memberikan informasi kepada berbagai kalangan dan stakeholder yang ada di wilayah
pelabuhan dan bandara yang merupakan daerah lalu lintas barang dan jasa dari luar
negeri, yang rawan bagi masalah kesehatan. Ini merupakan langkah antisipatif dalam
membentengi kehidupan masyarakat terutama dalam segi kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan unsur pemerintah pusat, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan khususnya di pintu masuk negara.

B. Acuan Legalitas

1. Uundang-undang nomor Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular;
Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;

e

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah
penyakit menular;

7. Kepmenkes No0.425/Menkes/SK/IV/2007, tentang Penyelenggaraan Karantina
Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;



Il. Tujuan

Permenkes Rl Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 dan perubahannya Nomor
2348/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan.

International Health Regulation (IHR) Tahun 2005.

a Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada lintas sektor dan

stakeholder di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas Il Padang tentang uu
No 6 Tahun 2018;

b. Mendapatkan masukan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan;

c. Serta terlaksananya jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit

dan faktor risiko yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat baik di Pintu

Masuk maupun Wilayah.

Ill. Hasil Kegiatan

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal

26 Maret 2018 secara fullday di Hotel Kyriad Bumi Minang yang terletak di jalan
Bundo Kanduang No. 20-28 Padang.

b. Narasumber dan Materi

Adapun materi dan narasumber dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut :

1.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas || Padang

Judul - Paparan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan
Pemateri . dr. Jalil Alfani, M.Kes (Kepala Kantor)

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Judul  Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di wilayah
Pemateri © Yusmayenti, SKM, M.Epid (Kasi Surveilans dan Imunisasi)

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Judul . Peran Otoritas Pelabuhan/ KSOP dalam Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di kapal dan muatannnya
Pemateri © Nazarwin, SH, MH (Kepala Kantor)

Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Padang

Judul - Peran Otoritas Bandara dalam  Penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di pesawat dan muatannnya

Pemateri : Agoes (Kepala Kantor)

(%)



c. Peserta

Peserta yang hadir dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini
adalah karyawan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas || Padang, lintas sektor/
lintas program dan stakeholder terkait lainnya dalam implementasi undang-

undang tersebut sebanyak 91 orang (daftar hadir terlampir).

d. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini dikoordinir oleh :

1. Penanggungjawab . Kepala KKP Kelas Il Padang
2. Ketua . lldamsyah, SKM

3. Sekretaris : Zendrami Yanto, SKM, MM
4 :

Anggota

- Herman, BSc

- dr. Hannie Masyita

- Isyurnita Dewi Putri, SKM
- Magdalena, SKM

- Emimi Yasisnita

- Yoli Indria sari, SKM

- Rosmanita

- Sri Rahayu Ningsih

e. Biaya
Biaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini
berasal dari DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas || Padang tahun 2019, yaitu

sebesar Rp 52.913.000.- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu
rupiah), realisasi anggaran terlampir.

. Penutup

Demikianlah laporan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini
disampaikan, semoga dengan terlaksananya sosialisasi ini dapat memberikan
informasi kepada lintas sektor/ lintas program dan stake holder terkait dan dapat
memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kesehatan dalam implementasi Undang-
Undang tersebut.

Padang, 26 Maret 2019

Mengetahui
Kasi PKSE,

lldamgyah, SKM Zendrami Yanto, SKM, MM
NIP 195208301963021001 NIP/197610142005011001
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dr. Jalil Alfani, M.Kes
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LATAR BELAKANG

1. Pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia

2. Globalisasi teknologi transportasi, era perdagangan bebas
=>menimbulkan masalah kesehatan, penyakit dan penyebarannya

3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, komitmen
melaksanakan regulasi internasional di bidang kesehatan (/HR
2005) 2 mengikat negara — negara anggota

4. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun
1962 tentang Karantina Udara sudah tidak relevan lagi

o

Upaya Cegah Tangkal Penyakit & Faktor Risiko Kesehatan
yang Komprehensif &Terkoordinasi

UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Kerangka Isi UU No. 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan

1. KetentuanUmum

2, Tanggunglawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

3. Hakdan Kewajiban
4, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
5. KekarantinaanKesehatandi Pintu Masukdan

®

Wilayah
<.~ 6. Penyelenggaraan Kekarantinaan Keszshatan di
Pintu Masuk
TN URDANG 57 BILE TIORESA 7. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di
"*’*;‘_L;’:“"" e Wilayah

8. Dckumen Karantina Kesehatan

9. Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan
10. Informasi Kekarantinaan Kesehatan

11, Pembinaan & Pengawasan

DENIAY TAEMAT TURAN TANG MAHA B34

FEESGRY RESBLK RS,

12. Penyidikan
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Penutup
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Tujuan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

{ Pasal 3 UUNo 6 th 2018)

- Melindungi masyarakat dari

1 | penyakit dan/atau faktor risiko

=77 Kesmas yang berpotensi
__menimbulkan KKM

N Mencegah dan menangkal penyakit

“-\ 2 v__,'dan/atau faktor risiko Kesmas yang
T berpotensi menimbulkan KKM

SUBIEK

Meningkatkan ketahanan nasional HUKUM
di bidang Kesmas =t

~~ = Memberikan perlindungan dan
4 kepastian hukum bagi masyarakat
"] dan petugas kesehatan .

L —_—

Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Lintas Program dan Lint
as Sektor Terkait

Pelaku perjalanan, pel
aku duniz usaha, dan
masyarakat

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT ADALAH KEJADIAN
KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSIFAT LUAR BIASA DENGAN
DITANDAI PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DAN/ATAU KEJADIAN
YANG DISEBABKAN OLEH RADIASI NUKLIR, PENCEMARAN BIOLOG!,
KONTAMINASI KIMIA, BIOTERORISME, DAN PANGAN YANG
MENIMBULKAN BAHAYA KESEHATAN DAN BERPOTENSI MENYEBAR
LINTAS WILAYAH ATAU LINTAS NEGARA.

ﬁ\

J/

DITETAPKAN DAN DICABUT OLEH PEMERINTAH PUSAT, YANG SEBELUMNYA DITETAPKAN
JENIS PENYAKIT DAN FAKTOR RISIKO YANG DAPAT MENIMBULKAN KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA KEDARURATAN KESEHATAN

q:AS\!ARAKAT DHAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT SECARA CEPAT DAN TEPAT, DAN

DAPAT BERKOORDINASI DAN BEKERIA SAMA DENGAN DUNIA INTERNASIGNAL

Pasal 10 - 14 UU Kekarantinaon Kesehatan

3/29/2019



“PENYELENGGARAAN

_ KEKARANTINAAN Ki
/' Pintu Masuk \"l g Wilayah
| Pelabuf_laﬂ " . % KerantinaRumah |
[ - Hgpih 77 Karantina Wil
‘ _ ' ' [AS Karantina RS
'. =% PLBDN ;,-, PembatasanSosial

Y _

L Alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan 1

Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan
Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.
Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 15 - 50 UL Kekarantinaan Kesehatan

PEJABAT KARANTINA KESEHATAN

1. Merupakan pejabat fungsional di bidang ke'séhatan yang memiﬁkT’
kompetensi dan kualifikasi di bidang Karkes serta ditugaskan di instansi
Karkes di Pintu Masuk dan di wilayah.

2. Rekrutmen diaksanakan melalui DIKLAT oleh Pemerintah Pusat

3. Penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di pintu masuk dan PLBDN diatur
oleh pemerintah Pusat

4. Penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di Wilayah di atur oleh
Pemerintah Daerah

5. Kewenangan Pejabat Karantina Kesehatan:

* melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;

* menetapkan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;

* menerbitkan surat rekomandasi deportasi atau penundaan keberangkatan
kepada instansi yang berwenang; dan

* menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk
menetapkan karantina di wilayah.

Pasol 71 - 78 U Kekarantinaan Kesehatan
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~  Pelaksana

> dapat dilakukan oleh PPNS Kekarantinaan Kesehatan

e R T PPNS  Kekarantinaan  Kesehaten adalah  pejabat

‘ pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini
untuk melakukan penyidikan tindak pldanz di bidang
Kekarantinaan Kesehatan.

Datam melakukan penyidikan, PPNS Kekarantinaan Kesehatan
berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan
Kepolisian Negara Republik indonesia dan dapat berkoordinasi
dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara
Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Fosai 84, £9 UL Kekarantingan Kesshatan

SANKSI PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

,f?lf,\ﬂ ‘{-E}}@p@ﬂg ':ﬁ;ﬁ :ik'enai sanksi administratif
o T LR e o
LA Fq =rupa

a. Peringatan;

Il ,‘.‘ b. Denda administratif;
_*:u TR dan/atau
o st T €. Pencabutan izin.

Pidana penjara paling lama 10 TAHUN
atau denda paling banyak 15 MILYAR

Pidana penjara paling lama 1 TAHUN
dan/atau pidanaz denda paling banyak
100 JUTA

Pidana bagi KORPORAS!I denda
maksimum ditambah dengan pidana
pemberatan 2/3 (DUA PERTIGA).

Pasal 48, Pasal 80- 94 UU Kekarantinaan Kesehatan
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TINDAK LANJUT UU NO. 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Amanatuu | Simplifikasi menjadi

5 Rancangan Peraturan 1RPP PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN
Pemerintah (RPP) KESEHATAN

13 Rancangan Peraturan 1.RPM Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan

Menteri Kesehatan (RPM)  2.RPM Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
3.RPM Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN
4.RPM Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah

Terima Kasih

3/29/2019
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QOUTLINE

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM |M!!!!!!!!!! uy 01 Penyslenggaraan Pemerintahan Dagrah

KEKARANTINAAN KESEHATAN Daiam Perspektit UU Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daarah

02 Perananan Pemda Daiam Pelaksanaan
UU Nomor & Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan

N

0 3 Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan
Otonomi Dasgrah Dikaitkan Dengan
Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan, Khususnya Jika Terjadl

Olah: Kedaruratan Masyarskat
VUSMAYANTI, SKM, M.EPID (4 Horspen Kemendag Temadap
Implementasl UU Nomor 8 Tahun 2018

DINAS KESEHATAN PROVINS| SUMATERA BARAT

uu

05 ;-om;a‘l’aiun?m&. i

b ‘TULJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN LUD 1845

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

s - . Fknnsekuensi darf negara kesatuan adalah awab
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia R AR, Praken ik e ing
dan seluruh tumpah darah Indonesia. diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di
¥ . tangan Presiden,
2' MemaJUkan kesejahteraan umum. O Presiden menetapkan pesdoman p.enyelengganah urusan pemerintahan

dan melakukan pzmbinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

4. |kut melaksanakan ketertiban dunia O Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota

dilaksanakan oleh Gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat.
yang berdasarkan kemerdekaan’ O Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagal wakil
Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis. /

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
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KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Hak, wewenang, dan kewajiban deersh otonom
umtuk mengatur dan mengurus sendirl Urusan

dan
msnpa&dehmgtkemmml
B5.37,28 M. PS. 34 UUID 1541
Pendidiksn, Kesehatan, Hak stas Pekerjsan, Hak atas Tuluan
Penghidupan yg layak, dan Jeminen Demakras!
pendidiian pemdtuwh:;nm : 3 !
menyumbang tertiadap pendidiian politk : 72 P G dasTan £ :
mshmldﬂmumhdnp:‘::vﬂ n:d?;y : I® 2 = /| Mempﬂrktl&t regulas|

Pemda menyadiakan pelayanan publik yg ﬂdtﬂf.
efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal

Selaras dg tuluan Otds panyelenggaraan Pemda

PETCapHt ber

pelayanan, pemberdaysan, & peran serta
masyarakat seria peningicatan daya saing daersh
dg memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataar, kesdilan, dan kakhasan sustu dsersh

datam sstem NKR) ! UUNO. 23 Tahun 2014 Ta:ntang Pemerintahan Daerah
1

URUSAN PEMERINTAH. ~ PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN
- ASIED

URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

1, POLITIKLUAR
NEGERI

2, PERTAHANAN

3. KEAMANAN

4, YUSTISI

KAB/KOTA

PEMBFRDAV N
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
,

NASIONAL

Bardasarkan Lampiran B UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintaban Daerah
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KEKARANTINAAN KESEHATAN

Serta faktor resiko
- gangguan kesehatan

Dari dan atau keluar
negeri serta dari area
ke area lain dari dalam
negert

KEKARANTINAAN KESEHATAN
SUK DAN DI WILAYAH

1. Kekarantinaan Kesshatan di Pinlu Masuk dan di
wilayah dilakukan melaiul
8, kegialan pengamatan penyakil dan faktor risiko
kesehatan masyarakal terhadap ala! angkut,
orang, barang, dan/atau lingkungan

Kekarantinaan Kesehatan di

Pintu Masuk diselenggarakan b. respons terhadap Kedarurstan Kesshatan
di Pelabuhan, Bandar Udara, Masyarakat dalam bentuk  tindaksn
dan Pos Lintas Batas Darat Kekarantinaan Kesshatan.

Negara.

2. Tindakan Kskarantinasn Kesehatan
a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinas! atay
nann sahat filaksis, rujukan, ¢
:Tlmmdisele:%:&amki;" :]l dakonlamlnasi terhadsp crang sesual Im[kas:;
lempat atat lokasi ym'n diduga : iamhﬂtas&n Sosal Bem!; Besar;
;ﬁmn G 193;:‘:*¥m;!;;f; deralisasl terhadap Alm Angkul dan Barang

masyaral dan/atau
::;?mmmn:m m d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
(kerantina  wilayah dapal terhadap media lingkungan
bsrupa  rumah, area, dan 3. d K raan K ditetapkan dan
rumah saklt dilaksanakan olsh pejabat karantina kesahatan

)

Pasal 15 - 12 UL Kekarantinaan Kesehatan

DEFENISI KARANTINA DAN
ISOLASI

fﬂmmtine digunakan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang sehat
yang mungkin telah terpapar penyakit menular untuk memantau kalau dia
[beri:emhang jadi sakit. Orang orang ini mungkin telah terpapar terhadap penyakit
11anpa mengetahuinya, atau mereka telah mengidap penyakit tetapi belum _

| menunjukkan gejala. Quarantine juga membatasi penyebaran penyakit menular

{Isotasi digunakan untuk memisahkan orang sakit yang mengidap penyakit menular,
dari orang fain yang sehat. Isolasi membatasi pergerakan orang sakit untuk
|membantu menghentikan penularan penyakit tertentu. Sebagai contoh, rumah
sakit menggunakan isolasi untuk penderita dengan tuberkulosis yang infeksius.

Tujuan Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan

(Pasal 3 UU Na 8 th 2018)

= Melindungi masyarakal dan
panyakit dan/atau faktor risiko
~Kesmas yang berpotansi
menimbulkan KKM

Mencegah dan menangka! penyakil
dan/atau faktor risiko Kesmas yang
bsrpotensi menimbulkan KKM

. Pemerintah Pusat
. Pemerintah Daerah
3. Lintas Program dan Lint

= as Sektor Terkait
Merjmgkatkap katzhanan 4. Peizku perjalanan, pel
nasional di bigang Kesmas aku dunia usahia, dan

masyarskst

™o

masyarakat dan pelugas

|__kesshatan
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Perananan Pemda Dalam
Pelaksanaan UU Nomor & Tahun
2018 tentang Kekarantinaan 1

Kesehatan Pemerimah Pusst dan Psmennuah
. Dasrah bertanggung jewab terhadap
ketersedisan sumber days yang
diperiukan dafam penysisnggaraan

Keteribatan Pemerintah Dasrah dalam
penyelanggarean Karanfina Rumal &

HAK DAN KEWAJIBAN

Passl 4= 9 UU Kekarantinaan Kesehatan

Wiiayah bersama Pemerintah Pusat
ﬂ secta pihak yang terkait | (0, -

Pamarintah pusat den/atay Pemerintah
Dastah bertanggung Jawsb atas kebutuhan

Pemeriniah Dasrsh mengatur

patan Peizhat hidup dasar seluruh orang yang batsda di
Kaf;:‘uﬁ Km,ie.f:: rumah sak Selama dalam tindakan
Wiayah dalam :ﬂﬂw Karanting Rumah Sakit 2

penysienggarsan ||
Kekarantiniaan Kesehatan ‘

Pamenntah Pusat dan Pemarintah Dasrah
menyelanggarakan informasl Kekarantnazn

Kesehatan [4]

‘semus kegiatan yang berkaitan dengan penyslenggaraan
kekarantinaan kesehatan di wilayah oish Pamerintah pusat &
pengawasan terhadap kegatsn ysng berkaitsn dengan

Setiop orang mempunyai Hak

1. Memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekar
antinaan Kesehatan, o '

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medi
s, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainn
ya selama Karantina. e L :

Setlap orang mempunyal Kewajiban
1. Mematuhi penyelenggaraan Kekarantinazn Kesehatan,
2. lkut serta dalam penyelenggzraan Kekarantinaan Kesehatan,

99 dl dasran 8|

A S i T T s T R 5 98]

e e i e e e |

PEJABAT KARANTINA KESEHATAN

1.Merupakan pejabal fungsional di bidang kesshatan yang memiliki
kompetens| dan kuafifikasi di bidang Karkes serta ditugaskan di
instansi Karkes di Pintu Masuk dan di wilayah,

Rekrutmen diaksanakan melalui DIKLAT oleh Pemerintah Pusat

Penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di pintu masuk dan
PLBDN diatur oleh pemerintah Pusat

- Penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di Wilayah di atur oleh
Pemerintah Daerah

5. Kewenangan Pejabat Karantina Kesehatan:
» melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;
* menetapkan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;

+ menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan
keberangkatan kepada instansi yang berwenang; dan

+ menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang
untuk menetapkan karantina di wilayah.

©

n

Pasal 71 - 78 UL KekarstBnasn Kasshatan

PENYELENGGARAN KEKARANTINAAN

1. KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK

2. KERANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH
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1. PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN DI PINTU MASUK

terhadap Barang dl Alat

Dilakukan oleh Pejabat Karantina
Kesehatan

Dasal 18, 471111 Ka.

j.:ufj‘lj N'| TR

=1L ST T|_ V‘- i
PENGAWASAN AWAK, PERSONEL DAN it
PENUMPANG g

kit.danfamneguayang e

nmwajﬁskm aaanya velmkml wa;b memiliki  sertifikat vaksinasl
Intemastonal yang masih beriaku.

Jika tidak memillkl serfifikat vaksinasi interasional maka dilakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan atau pénundaan kebarangkatannya.,

ialeld 4 Y

' Kesahatan Masyaraua:, danatay uuan mpenurﬂ parsyhraten osehatar 10N

panerbangan alau pelayaran,

Mska Pejabal Karanlina Kesehatan harus merekomendasikan kepada

maskapal penerbangan atal  sgen pelayaran untuk menunda

keberangkatan Awak, Panunal. dan/atau penumpang tersebut dan -

harus segera mefakukan tindakan Kekarantinaan Kesshatan

1.Pengawasan barang yang memiliki faklor risiko kesehatan masyarakat dalam
alat angkut yang berada dalam stalus karantina,

2. Pemeriksaan dokumen penyebab kematian pada Jenazsh dan/atau abu jenazah
dalam Alat Angkut.
. Dokumen tidak lengkap, penanggung jawab Alat Angkut harus melengkapi
dekumen sesual dengan persyaratan yang beriaky;
b. Jenazah dan/ateu abu jenazah tidak sesual dengan dokumen, Pejzbat
Karantina Kesehatan dapat berkoordinasi dangan pihak yang terkait;
c. Terdapat faktor rislko kesehatan masyarakat, Psjabat Kerantina
Kesehatan melakukan tindakan Kekarantinean Kesshalan,
d. Jlka ﬂdak dldapaﬂun faktor risiko kesehatan masyarskal atau lelah
tinaan kesshatan, Pejabat Karantina Kesehatan
membarikan sum persetujuan keluar atau masuk jenazah dan/atau abu
jenazah dari Pelabuhan, Bandar Udara, atau Fos Lintas Batas Darat Negara.
3. Pemeriksaan jenazah awak, personel. dan/atau penumpang yang meninggal
dalam Alat Angkut yang datang. Jika penyebab kematian merupakan penyakit
yang memiliki risike Kedaruratlan Kesehstan Masyarakat, dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan
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Belum optimalnya pamblinaan &
pengawasan teknis di daerah
khususnya pemahaman terhadap
NSPK yang beriaku

ISU-ISUSTRATEGIS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN
- KEKARANTINAAN KESEHATAN
’g—— o e . .
eyt st bontar

Belum tarlntagnslnys isu

dokumen p
daerah (RPJMDIRKPD]

Alokasi anggaran untuk
program/kegiatan kekarantinaan
7 kesehatan belum menjadl prioritas
oleh Pemerintah Daerah karena
kapasitas fiskal yang terbatas

Ha n emendagri Terhadap Implementasi UU
rapa K om%rs T"}'I 50143 oty Hﬂ:ﬁi}'&lﬁ &
=y IMPLEMENTASI UU

NOMOR 6 TAHUN 2018

kesehatan sesuai dengan tugas
& fungsi serta kawenangan
masing-masing

01

Adanya dukungan kuat dari Luss ; %
ya wilayah [ndonesia dengan
02 F:mlrgmh‘ln.-nh tehade) karakterisiik dasrah yang beragam,
foul Kekarsy el kesehatin sehingga intervensl panyelenggaraan
it e kekarantinaan kesehatan tidak bisa
Adanya kejelasan i e disamaksn lerhadap ssluruh daeran,
pembagian kewsnangan penganggaran dasrah maka peraluran pelaksana lurunan
gntars Pericintah Pusat {RPIMD/RKPD/APED) U A8 (NS hare
& Pemaerintah Daerah men UU Nomor 6/2048 memperiimbangkan hal lersabul
vang sinkron dengan Wy o berdasarkan kewenangsn Pemerintah g
NSPK yang berlaku Pusat & Pemerinizh Dasrah =
3 J B —
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Pidana penjara paling lama 10 TAHUN
atau denda paling banyak 15 MILYAR

paimq fama 1 TAHUN
snda paling banyak

dﬁﬂﬂﬁﬂ
pmm:m 2/3 (DUA FERT]GA}.
Pazal 48, Pa!afjﬂ- 9-4 f..n'U Kekarantinazn

SANKSI ADMINISTRATIF

i Nal:hnda. Kapal yang fidak memberikan
Deklarasi Kesehatan Maritim pada seat
kedstangan kapal atau tidak
membseritahukan status karantina
2. Kaplen i’onarbanq yang bdak memberikan
Dddmsi

Fasal 43 VU Kekerantinean Kesshatan

KETENTUAN PIDANA

1. Nakhoda vmn menuunkan stau menaikksn crang dan/atay Barang sebslum mempéeraleh Parsetujuen
2sil

Kezshatsn pang
dalam Pasal 19 ayat {3) dengan maksud penyakit dan/stsu Takior risiko kesshatan yang
menimbuikan Kedarurstan Kesahatan Masyarakst dipidana dengan pidena penjara paing fsma 10
{umluhltahunm denda paling tarysk nprsmuoonomoo{ima baizs milar rupiah),
Knm inkan 4 ofang danfstay Safang sebelum mempeiaish

hasil
ﬁmﬂuud:ﬁhm P-ﬂSinIlmdmgmmakwdmlnnmnmmnm‘mmmk-m
2 dangsn pidana w}ara paling lame 10
‘mﬂhihﬁuﬂﬂuﬂlﬂﬁmﬂﬁm banyak nptsmmowoom bdumia:r Tupseh)
ang

danmm Esrwp gabelum
dilakuken pengawasan Ki dal.mPasal..samr_’Jd-ngm
aksud menyebarkan penyakit dan/atau fakior risiko yang
Kesehatan Masyarakat dividana dangan pidana panjara paling lama 10 (sepuluh) lahun stau dends pafing
wayakapﬁsmmomommammr lup-h} £ = ’ o .
dsiam Pani 9 ayn (1) danfatay mmm:—hﬂmgl p.nyd;ngg:rm Keksrantinaan Kesahatan
sehingga an pidatia penjars paling lsma
3 (=iu) tzhun dan/atau pidana denda paling banyek Rp1maoo ummlm juts rupish)
5.PiGane pokok yang dilstunikan terhadep korporasi adalah pidana denda maksimum citembah dengan
pembeemnﬂ(du 3 parbiga).
8. Dalam hal tindak midsns dilakukan stsu diperintshkan oleh parsonel pengandall kemores atau penpurus
korporasl, pidana pokok yang dijatuhkan adsish pidsna penjsra maksimum dan pidana denda maksmum
yang masing-mEmng dtsmbsh cangan pidana pem:mstm 213 (aua pertiga).

Pasal 99- 94 UU Keksrantinaan Kesshaian

SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

O Kepala daerah dan/stau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan
Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulls oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakll Gubernur serta oleh
Gubernur sebagal Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil
Bupati atau Wallkota danfatau Wallkota

0 Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut
dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah danfatau Wakil Kepala
Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan

U Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai
menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program
strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

{Pagal 88 UU No. 23 Tahun 2014)




Sekiow daw Terima Kasilv
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KETERKAITAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN LARIRNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TARUN 2018

NAZABWIN, SH.3M
KEPALA KNOP KELAS 11 TELUE BAYUR

TELUH BAYUR, 26 MARET 2019

UUNOS
1 TAHUN 2018 4,
{f tig Kekarantinaan | >
Kesehatan B
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PENGATURAN MENGENAI KARANTINA

Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara /
=  Pelabuhan/ Terminal / Stasiun meliputi :
—  a. Pembinaan kegiatan penerbangan /
2= Kepelabuhan / Terminal / Stasiun ;

= b. Kepabeanan;

Keimigrasian dan;

ol
= d. Kekarantinaan;

,'
4l g
:zl!

Y
i

2 - oLl .

==  Fungsi Kepabeanan, keimigrasian, dan
=  Kekarantinaan dilaksanakan sesuai

=  dengan ketentuan Peraturan Perundang-
=  undangan

PENGATURAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

* PERATURAN ~ MENTERI PERHUBUNGAN PM. 51 TAHUN 2015
TENTANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENHUB NO PM
146 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN
LAUT

* FUNGSI KEPABEANAN, KEIMIGRASIAN, KEKARANTINAAN DAN /
ATAU KEGIATAN PEMERINTAHAN LAINNYA YANG BERSIFAT TIDAK
TETAP DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

* PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NO PM 61 TAHUN 2015
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENHUB NO PM 106
TENTANG FASILITAS (FAL) UDARA

*YANG MENGATUR MENGATUR MENGENAI KEKARANTINAAN

PADA PROGRAM FAL (SEMACAM FORUM KOORDINAS!I DI
BANDAR UDARA
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KEWENANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

!

ERI

UANBE

U

ERS

| SURALD

DASAR HUKUM
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 76
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISAS| DAN TATA
KERIA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

KEDUDUKAN

UnitPelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian perhubungan Xmﬁ
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendera

Perhubungan laut

TUGAS
Melaksanakan :

1. Pengawasan dan penegakan hukum dibidang

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
2. Koordinasi kegiatan pemerintahandi  pelabuhan

3. Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan
kepelabuhanan !Jada pelabuhanyang diusahakan
secara komersia

3/29/2019
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FUNGSI

1. Pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan
kapal, pencegahan pecemaran dari kapal dan penetapan status hukum
kapal.

Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
Pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan
Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air
Mengawasi kegiatan penundaan kapal
Mengawasi kegiatan bongkar muat barang berbahaya serts limbah/83
Mengawasi pengisian bahan bakar

. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang

. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.

. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan

. Melaksanakan bantuan SAR.

BB EE®®N0swp

ey
E

- Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di
pelabuhan

. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim

oy
(%3]

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS
KANTOR KSOP KELAS Il TELUK BAYUR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Pengesahan
“International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974”, Sebagai
hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974,
yang telah di tandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia
di London pada tanggal 1 November 1974 yang merupakan pengganti
“International Convention For The Safety Of Life At Sea 1960”,

3. Peraturan Pemerintah RI Nemor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan.

6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 21 tshun 2010 tentang Perlindungan
oz Lingkungan Maritim.
e 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2003 tentang
_ Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal Dan
— Fasilitas Di Pelabuhan (International ship and port facility security / ISPS
'__._-i""__.,; Code) di wilayah Indonesia.
5\‘ 8. Peraturan Menteri Perhubungan Rl Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang
= Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
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KEWENANGAN SYAHBANDAR
Pasal 209 UU NO 17 Tahun 2008

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar

mempunyai kewenangan:

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan
pemerintahan di pelabuhan;

b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan

warta kapal;

Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di

pelabuhan;

Melakukan pemeriksaan kapal;

Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;

Menahan kapal atas perintah pengadilan: dan

Melaksanakan sijil Awak Kapal.

2

T@ ™o a

@

VAR

\4
i

UJUAN BERL

[

RAEL

|
4

il

i e

SURAICE

Pasal 1 Ayat 56

SYAHBANDAR

Adalah pejabat  pemerintah di
pelabuhan yang diangkat oleh Menteri
dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya
ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan
dan keamanan pelayaran.
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Surat Persetujuan Berlayar

Dasar

UU RI. No.17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran.

- Peraturan Bandar Tahun 1925
- Permenhub No. PM.82 Tahun 2014

Tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar.

e, PM.82 Tahun 2014

A
:E':‘I Pasal 1 Ayat 2
=  SuratPersetujuan Berlayar (Port Clearance)
=
= Adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh
=  Syahbandar kepala setiap kapal yang akan
= berlayar meninggalkan pelabuhan setelah
;‘ kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan
= kapal dan kewajiban lainnya.
=

3/29/2015
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P PERMOHONAN PENERBITAN SURAT
@ PERSETUJUAN BERLAYAR
= Pasal 8
E; 1. Untuk memperoleh Surat Persefujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau
ey operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara On Line
] dengan mengunakan sistem Inaportnet kepada Syahbandar dengan melampirkan
o a. Surat persyaratan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing
ﬁ Declaration) sabagaima format pada Lampiran Peraturan ini: dan
:__?r b. Dokumenini muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lain.
;é‘\ 2. Bukt pemg_enuhan kewajiban lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf
=) b, meliputi;
] a. bukli pembayaran jasa pelabuhan.
= b. bukti pembayaranjasa kenavigasian,
-‘i—",'] ¢. bukti pembayaran penerimaan uang kapal
E d. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai
f 8. persetujuan (clearance) Imigrasi
;_:; ) f. persetujuan (clearance)Karantina kesehatan dan/atau
%\{ g. persetujuan (clearance)Karantina hewan dan tumbuhan

gai» 3. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuaan
@ Berlayar (Port Clearance) sebagaimana dimaksud
_ pada ayat 1, diserahkan kepada Syahbandar

= setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan

= kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam

= surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari

= Nakhoda (Master Sailing Declaration)

%} 4. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud

= pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

= a. menyerahkan ke loket Pelayanan Satu Atap

= pada Kantor Syahbandar, atau

-‘_%3 b.  mengirimkan secara elektronik (upload) melalui

;] Inaportnet pada pelabuhan yang telah

= menerapkan National Single Window (NSW)

5\,




PROSEDUR PELAYANAH KEDATANG"AN KAPAL ( CLEARANCE IN)

Sebelum kapal tiba

SR0OP/ MC

L " = FT1. Pelirrdo '—\

PerUsahaan

Pelsyaman
Agant

| Kesshatan B
Palsbuhan'
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Sebelum kapal tiba b . Kapal Sandar

B=  Karantina I

R tesehatan

Palabuhan
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UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009, Tmmﬁmmagenn__

Pasal 226
(1) Kegiatan Pemserintshan di Bandar Udara meliputi ;
& Pembinaan Kegiatan Penerbangan;
b. Kepabeanan;
¢. Keimigrasian; dan
d. Kekarantinaan.
(2) Pembinaan kegiatan Penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara.

(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara diatur dangan
Peraturan Menteri.

Pasal 229 huruf a)

Otoritas Bandar Udara mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan
Pemerintahan di Bandar Udara

—“an;;ig —keplbm_grikdmm, kehxmﬂnaan"_ s ﬁan[ttml Ekegiatan
pemerintaban lainoya yang bersifat tidak tetap dilaksanakan sesnai
deugmhetmtnmpmmpermdang-mdmm

PM 41 TAHUN 2011, TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :
J wwmwmmmwmm
mmmmmamummehpuﬁ:

a. Kebandarudaraan;

5. Navigasi Penerbangan:

¢. Keamanan Penerbangan:

d. Kelaikudarasn dan Pengoperasian Pesawat Udara;

. Angkutan Udara
* Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara [
* Pelaksanaan Pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas,

pelayanan dan pengoperasian bandara.

PERATURAN MENTER] PERHUBUNGAN NOMOR PM 61 TAIIUN 2016
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENHUB NOMOR PM 106 TAHUN 2018
TENTANG FASILITAS] [FAL) UDARA.

YANG MENGATUR MENGENAT EEKARANTINAAN PADA PROGRAM FAL.
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DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61
TAHUN 2015, TENTANG FASILITASI (FAL) UDARA, DISEBUTKAN MENGENAL:

71 Peran Otoritas B:ndn—Udnn ne!nkn Ketua K:E'mite Fa:i!lhs!:(;’AL) B—m:l;xiﬂdm pada

zmmtmggugjammsyangtmda}mkeﬂambpabm,
keimigrasian, dan kekarantinaan di bandar ndara

3. Prosedur kedatangan dan keberangkatan pesawat udare baik kargo manpun
pmmpmgpadakubmnnrmldanprosedmkedahnmdmkebexughtan
mmmmhqommmmmmmmmmﬂlt&qmghﬂt
wabah

4. Prosedur kekarantinaan kesehatan terhadap orang yang datang dari negara schat
maupun darl negara terjangiit

5. prosedur keimigrasian baik dalam keadaan normal maupnn gawat darurat (Force
Majeur)

6. Orang yang tidak diizinkan masuk (Inadmissible Persons] dan orang yang
dikembalikan /deportasi

7. Fasilitas dan pelayanan lalu lintas udara bandar udara internasional

PEMERINTAH PUSAT BERTANGGUNG JAWAB MENYELENGGARAKAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK TERMASUK DI BANDAR UDARZ,
SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

1. MMI?W!WW&MM&MW&;
mmmmmmmmmmm';

2. Dalam Pasal 27 besbunyi 'Setiap pesawat udara yang datang dari luar negeri berada
dﬂmpmmkehmﬂnuubu&m'dahmhlmm,dibmm;

3. Dalam Pasal 34 berbunyi Pesawat udara yang diternukan Faktor Resiko Kesehatan
Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinasn K haten sehagaim
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

4. Dalam Pasal 44 berbunyi 'Jenazah dan/atan sbu jenazah dalam alat anglmt dilakulkan :
mntmhpmmmmmmm
peraturan perundang-undangan’
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.id Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com

Nomor : SR.03.02/2/ 1242018 {2 Maret 2019
Lampiran . Satu Berkas
Hal : Permohonan Membuka Acara

Yth. Gubernur Sumatera Barat
JI. Jenderal Sudirman No.51
Jati Baru, Padang Timur

Sehubungan dengan terbithya Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang
Kekarantingan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas |l Padang akan
melaksanakan sosialisasi undang-undang tersebut kepada lintas sektor/ lintas program pada :

Hari / Tanggal . Selasa/ 26 Maret 2019
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat . Hotel Kyriad Bumi Minang

JI. Bundo Kandung No. 20-28 Padang

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk membuka acara tersebut secara resmi.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima
kasih.

Kepala

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net Surat Elektronik kkppadana@amail.com kkppadang2@yahoo.com,

Nomor - SR.03.04/2/34( /2019
Lampiran . 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Narasumber
Kepada Yth :

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang
JI, MR Sutan Moh. Rasyid Padang Pariaman

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas || Padang akan melakukan Sosialisasi
Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan stakeholder terkait
lainnya di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas Il Padang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Bapak untuk
memberikan materi “Peran Otoritas Bandara dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di Pesawat dan Muatannnya” yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat . Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20 — 28 Padang

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, Kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
'NIP 186603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL g
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT §

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net, Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2 @yahoo.com

L Maret 2019

Nomor : SR.03.04/2/1072/2019
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Sosialisasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Kepada Yth :
Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang
JI, MR Sutan Moh. Rasyid Padang Pariaman

Sehubungan dengan surat kami Nomor SR.03.04/2/941/2019 tanggal 22 Februari 2019
perihal permohonan narasumber kepada Bapak pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang seharusnya diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Tempat :  Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut DITUNDA menjadi :

Hari/ tanggal : Selasal 26 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
: @\ | DIREKTORAT JENDERAL
i o PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

-:.;.,5,( Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
y Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadana.net Surat Elektronik kkppadana@amail.com kkppadang2@yahoo.com,

&Arepruari 2019
Nomor 1 SR.03.04/2/934/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Narasumber
Kepada Yth :

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
JI. Perintis Kemerdekaan No.65A Jati Padang

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas |l Padang akan melakukan Sosialisasi
Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan stakeholder terkait.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Ibu untuk memberikan
materi dengan tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di Wilayah” yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat . Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20 — 28 Padang

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama |bu diucapkan terimakasih.

L " B ]
e i

" dr. Jalil Ajfani, M.Kes
~UNIR/196603111999031001




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net, Surat Elekironik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com

Y Maret 2019

Nomor : SR.03.04/2/1072/2019
Lampiran . 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Sosialisasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
JI. Perintis Kemerdekaan No.65A Jati Padang

Sehubungan dengan surat kami Nomor SR.03.04/2/939/2019 tanggal 22 Februari 2019
perihal permohonan narasumber kepada Ibuk pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang seharusnya diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat . Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut DITUNDA menjadi :

Hari/ tanggal : Selasa/ 26 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,
dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net Surat Elektronik kkppadana@amail.com kkppadang2@yahoo.com,

22 Februari 2019

Nomor : SR.03. 04121.9110&01 2]
Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Narasumber
Kepada Yth :

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur
JI. Tanjung Priok No. 4 Teluk Bayur Padang

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas |l Padang akan melakukan Sosialisasi
Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan sfakeholder terkait
lainnya di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas |l Padang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Bapak untuk
memberikan materi “Peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam
Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Kapal dan Muatannnya” yang akan
diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Temnat " Hntal Kuriad Bumi Minea~ |, Bundo Kanduang No 20 — 28 Padang

rjasama Bapak diucapkan terimakasih.

Kepala,

dr. Jalil: Alfam M.Kes
NIP1 966031 11999031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile : (0751) 61637
Laman www.kkppadang.net, Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com

Y Maret 2019

Nomor . SR.08.04/2/1¢7(/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Sosialisasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Kepada Yth :

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur
JI. Tanjung Priok No. 4 Teluk Bayur Padang

Sehubungan dengan surat kami Nomor SR.03.04/2/940/2019 tanggal 22 Februari 2019
perihal permohonan narasumber kepada Bapak pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang seharusnya diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 20 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Tempat i Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut DITUNDA menjadi :
Hari/ tanggal : Selasal/ 26 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Tempat :  Hotel Kyriad Bumi Minang JI. Bundo Kanduang No 20-28 Padang

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

=y

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111998031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Jalan Sutan Syahrir No. 339 Rawang Padang 25216
Telepon (0751) 61637 Faksimile ; (0751) 61637
Laman www.kkppadang.id Surat Elektronik kkppadang@gmail.com, kkppadang2@yahoo.com

Nomor : SR.03.04/2/1259/2019 (& Maret 2019
Lampiran . 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Yth. Daftar undangan terlampir

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Padang akan
melakukan Sosialisasi Undang Undang tersebut kepada lintas program/ lintas sektor dan
stakeholder terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara

untuk hadir pada
Hari/tanggal : Selasa/ 26 Maret 2019
Pukul . 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kyriad Bumi Minang

JI. Bundo Kanduang No 20 — 28 Padang
Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/ Ibu/ Saudara

diucapkan terimakasih.

Kepala,

i

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001



Q0 NI Oy g B ) RS =

Lampiran : Surat Undangan

Nomor :SR.03.04/2/'259 /2019

Tanggal : 18 Maret 2012

Daftar Lampiran Undangan

Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Kapolda Sumatera Barat

Danlantamal Il Teluk Bayur

Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Kepala Ombudsman Rl Perwakilan Sumatera Barat
Walikota Padang

Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur
. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang
. Dandenkesyah Padang

. Direktur Kepolisian Perairan Polda Sumbar

. Direktur RSUP DR. M. Djamil Padang

. Direktur RST Dr. Reksodiwiryo

. Ketua PERSI Cabang Sumbar

. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

. Kepala Kantor Imigrasi Kelas | Padang

. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas | Padang

. Kepala Stasiun Karantina lkan Pengendalian Mutu Kelas | Padang
. General Manager PT. Pelindo |l Teluk Bayur

. General Manager PT. Angkasa Pura Il Cabang BIM

. General Manager PT. Gapura Angkasa

. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Sikakap

. DM Padang Air Nav Indonesia

. Kepala Kantor Distrik Navigasi Padang

. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur

. Kapolsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau

. Kepala Pos KSOP Pelabuhan Bungus

. Komandan Satrol Lantamal || Padang

. Ketua INSA Teluk Bayur

. Ketua AOC Bandara Internasional Minangkabau

. Pimpinan PT. Pertamina T. BBM Teluk Kabung (Head of Marine)
. Pimpinan PT. Pertamina Trans Kontinental Teluk Kabung
. Pimpinan PT. Bahtera Adiguna

. Pimpinan PT. Usda Seroja Jaya

. Pimpinan PT. Indobaruna Bulk Transport

. Pimpinan PT. indo Raya Line

. Pimpinan PT. Unggul Samudera Raya

. Pimpinan PT. Duri Rejang Berseri

. Pimpinan PT. Jatarim Binau Line

(2 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(2 orang)
(1 orang)
(2 orang)
(2 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(2 orang)
(1 orang)
(2 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(3 orang)
(1 orang)
(2 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 erang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(2 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)



42.
43.
. Pimpinan PT. Samudera Indonesia
45,
46.
47.
48.
49,
50.

51

61

Pimpinan PT. Transpalm Nusantara
Pimpinan PT. Sea Asih Line

Pimpinan PT. Meratus Line

Pimpinan PT. Spectra Tirtasegara Line

PT. Bahari Sandi Pratama

General Manajer PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Padang
Pimpinan Lion Air Group BIM

Pimpinan Sriwijaya BiM

. Pimpinan Susi Air BIM
52.
53,
54,
58.
56.
57.
58.
59.
60.

Pimpinan Air Asia BIM

Pimpinan PT. Sianok Holiday
Pimpinan PT. AET

Pimpinan PT. Arminareka Perdana
Kasubbag Tata Usaha

Kasi PKSE

Kasi PRL

Koordinator Wilker BIM
Koordinator Wilker Bungus

. Koordinator Wilker Muara
62.
63.

Koordinator Wilker Sikakap
Staf KKP Kelas Il Padang

(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(1 orang)
(27 orang)



DAFTAR HADIR
SOSIALISAS| UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN KE LS / LP
TANGGAL 26 MARET 2019

KRYAD HOTEL BUMI

MINANG PADANG

No Nama Peserta Undangan Instansi Jabatan Tanda Tangan
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# 15
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